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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG 

TAHUN 2021 NOMOR 2 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG 
 

NOMOR 2 TAHUN 2022 

 

TENTANG 
 
 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2022 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BANTAENG, 
 

Menimbang  :  a.   bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan 

Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, kepala daerah wajib mengajukan 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama; 

  b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan 

perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Tahun 2022 yang dijabarkan kedalam perubahan kebijakan umum 

APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara 

yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada 

tanggal 1 September 2022; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b, Perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Bantaeng Tahun Anggaran 2022. 

 

Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,  Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus desease 2019 

(COVID-19) atau Dalam Rangka menghadapi Ancaman yang 
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membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 134; Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6516); 

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor  245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor  137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan 

Keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4693);  

14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang 
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Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 

tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6177); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor  19 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan 

Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan, Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6057); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung kemudahan 

berusaha dan layanan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 20); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan 
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dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata 

Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, 

dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 

Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

630); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang 

Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 249); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala 

Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 431); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 39 tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi 

Anggaran untuk Kegiatan tertentu, Perubahan Alokasi dan 
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Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 962); 

31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 

tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah; 

32. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2011/X/Tahun 2022 

tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan 

APBD Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2022; 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Pengeloaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bantaeng Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 39); 
 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 13 Tahun 2021 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2021 Nomor 

13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 13); 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN 
BANTAENG 

 

dan 
 

BUPATI BANTAENG 
 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022. 

 

Pasal    1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng; 

2. Pemerintah Daerah adalah  Pemerintah Kabupaten Bantaeng; 

3. Kepala Daerah adalah Bupati Bantaeng; 
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4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat 

DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang 

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

daerah; 

5. Sekretaris Daerah adalah seorang yang menduduki jabatan 

perangkat daerah sesuai persyaratan kompetensi yang 

mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam menyusun 

kebijakan dan pengordinasian administratif terhadap 

pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan 

administratif; 

6. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah satuan unsur 

pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan 

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Bantaeng; 

8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah; 

9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah; 

10. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui 

sebagai penambah nilai kekayaan bersih; 

11. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui 

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih; 

12. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu 

dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima 

kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun 

pada tahun tahun anggaran berikutnya; 

13. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan 

daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang 

bernilaui uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani 

kewajiban untuk membayar kembali.    
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Pasal 2 
  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp1.099.711.058.731,80  berkurang  

sejumlah  Rp32.176.480.052,00  sehingga  menjadi  Rp1.131.887.538.782,80  dengan rincian sebagai berikut : 
 

a. Pendapatan  

1)  Semula   Rp. 1.101.211.058.730,80 

2)  Bertambah    Rp.      22.418.211.723,00  
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan    Rp.   1.123.629.270.453,80 
 

b. Belanja        
1) Semula  Rp. 1.099.711.058.730,80 

2)  Bertambah     Rp.      32.176.480.052,00  

  Jumlah Belanja setelah Perubahan      Rp.   1.131.887.538.782,80 

   Defisit setelah Perubahan        Rp.          8.258.268.329,00 
 
 

c. Pembiayaan : 
1) Penerimaan  

a) Semula   Rp.                            0,00 

b) Bertambah   Rp.      11.258.268.329,00 
 Jumlah Penerimaan setelah Perubahan     Rp.          11.258.268.329,00 
 

2) Pengeluaran  
a) Semula  Rp.        1.500.000.000,00 

b) Bertambah  Rp.        1.500.000.000,00 

    Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan    Rp.            3.000 000.000.00 
 

Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan  Rp.            8.258.268.329,00 
 

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan  Rp.                                0,00 

 

Pasal    3 
 

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari : 

a. Pendapatan Asli Daerah 
1) Semula    Rp.   184.735.134.730,80 

2) Berkurang    Rp.       5.642.175.893,00 

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan        Rp.  179.092.958.837,80 
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b. Pendapatan Transfer 
1) Semula   Rp. 882.975.924.000,00 

2) Bertambah   Rp.     6.647.752.616,00 

Jumlah dana perimbangan setelah perubahan               Rp.         889.623.676.616,00 
 

c. Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah 

1) Semula       Rp.   33.500.000.000,00 
2) Bertambah      Rp.   21.412.635.000,00 

Jumlah pendapatan lain-lain pendapatan daerah  

yang sah setelah perubahan                    Rp.          54.912.635.000,00 
 

 

Pasal 4 
 

1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari : 
 

a. Pajak daerah 

1) Semula      Rp. 56.533.034.730,80 

2) Berkurang      Rp.      3.314.000.000,00 
     Jumlah  pajak  daerah setelah perubahan                Rp.          53.219.034.730,80 
 

b. Retribusi Daerah 

1) Semula     Rp.     42.998.100.000,00 

2) Berkurang     Rp.  15.332.733.650,00 
  Jumlah retribusi daerah setelah perubahan          Rp.           27.665.366.350,00 
 

c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 
1) Semula      Rp.  18.000.000.000,00 

2) Berkurang      Rp.    1.500.000.000,00 

  Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan     Rp.           16.500.000.000,00 
 

d. Lain-lain pendapatan asli daerah Yang Sah 
1) Semula      Rp.  67.204.000.000,00 

2) Bertambah      Rp.  14.504.557.757,00 

Jumlah lain-lain PAD yang sah setelah perubahan              Rp.           81.708.557.757,00 
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2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bersumber dari : 
a. Transfer Pemerintah Pusat 

1) Semula      Rp. 769.575.924.000,00 

2) Bertambah      Rp.     6.647.752.616,00 

 Jumlah dana transfer pemerintah pusat setelah perubahan         Rp.         776.223.676.616,00 
 

b. Transfer Antar Daerah 

1) Semula      Rp. 113.400.000.000,00 

2) Berkurang      Rp                              0,00 
 Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan          Rp.         113.400.000.000,00 

  

3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : 

a. Hibah 

1) Semula      Rp.     1.500.000.000,00 
2) Bertambah      Rp.      21.412.635.000,00  

 Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan             Rp.          22.912.635.000,00 

 
b. Dana darurat 

1) Semula      Rp.              0 ,00 

2) Bertambah/Berkurang    Rp.              0 ,00 
 Jumlah dana darurat setelah perubahan               Rp.                   0,00 

 

c. Lain-lain Pendapatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan 
1) Semula      Rp. 32.000.000.000,00 

2) Bertambah/berkurang    Rp.                        0,00 

 Jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi setelah perubahan        Rp.         32.000.000.000,00 
 

 

Pasal    5 
 
 

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,  terdiri dari : 
a. Belanja Operasi 

1) Semula      Rp. 791.034.223.885,00 

2) Berkurang     Rp.     4.700.103.991,00 
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Jumlah belanja operasi setelah perubahan    Rp.    786.334.119.894,00 
 

b. Belanja Modal 
1) Semula      Rp. 211.337.649.420,80 

2) Bertambah     Rp.   37.611.426.111,00 

Jumlah belanja modal setelah perubahan    Rp.     248.949.075.531,80 
 

c. Belanja Tidak terduga 

1)  Semula      Rp.   4.000.000.000,00 
2) Berkurang     Rp.   1.000.000.000,00 

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan   Rp.          3.000.000.000,00 
 

d. Belanja Transfer 
1)  Semula      Rp. 93.339.185.425,00 

2)  Bertambah     Rp.      265.157.932,00 

Jumlah belanja transfer setelah perubahan    Rp.        93.604.343.357,00 

 
Pasal  6 

 

1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, terdiri atas : 

a. Belanja pegawai 
1)  Semula     Rp. 441.951.296.690,00 

2)  Berkurang         Rp.   23.904.757.587,00 

 Jumlah belanja pegawai setelah perubahan   Rp.    418.046.539.103,00 
 

b. Belanja barang dan jasa 
1)  Semula     Rp. 335.753.799.863,00 

2)  Bertambah     Rp.   11.042.469.396,00 

  Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan  Rp.    346.796.269.259,00 
 

c. Belanja bunga 
3)  Semula     Rp.                         0,00 

4)  Bertambah/Berkurang   Rp.        0,00  

  Jumlah belanja bunga setelah perubahan    Rp.                            0,00 
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d. Belanja subsidi 
1) Semula     Rp.        0,00 

2) Bertambah/Berkurang  Rp.        0,00 

       Jumlah belanja subsidi setelah perubahan   Rp.                    0,00 
 

e. Belanja hibah 
1) Semula     Rp.     9.389.682.332,00 

2) Bertambah    Rp.     8.491.984.200,00 

      Jumlah belanja hibah setelah perubahan    Rp.      17.881.666.532,00 
 

f. Belanja bantuan sosial 
1) Semula     Rp.     3.939.445.000,00 

2) Berkurang     Rp.        329.800.000,00 

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan  Rp.        3.609.645.000,00 
 

2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, terdiri atas : 

a. Belanja Modal Tanah 

1)  Semula     Rp.     3.380.000.000.00 
2)  Bertambah         Rp.        390.400.000,00 

 Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan   Rp.        3.770.400.000,00 
 

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 
1)  Semula     Rp.   47.913.988.582,00 

2)  Bertambah     Rp.     9.122.370.242,00 

  Jumlah belanja modal peralatan dan mesin  
     setelah perubahan       Rp.       57.036.358.824,00 
 

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

1)  Semula     Rp.   36.676.563.596,00 
2)  Bertambah                      Rp.           667.870.586,00 

  Jumlah belanja modal Gedung dan bangunan 

     setelah perubahan                                 Rp.       37.344.434.182,00 
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d. Belanja Modal Jalan,Jaringan dan Irigasi 
1)  Semula     Rp. 123.312.412.442,80 

2)  Bertambah               Rp.   26.866.699.973,00 

       Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi  

                                                            setelah perubahan         Rp.      150.179.112.415,80 
 

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 

1) Semula     Rp.          54.684.800,00 
2) Bertambah    Rp.        564.085.310,00 

      Jumlah belanja asset tetap lainnya setelah perubahan Rp.             618.770.110,00 
 

3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, terdiri atas : 

a. Belanja Tidak Terduga 

1)  Semula     Rp.     4.000.000.000.00 

2)  Berkurang         Rp.     1.000.000.000,00 
 Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan  Rp.        3.000.000.000,00 

 

4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d, terdiri atas : 
a. Belanja Bagi hasil 

1) Semula     Rp.        527.545.531.00 

2) Bertambah/berkurang           Rp.                         0,00 

 Jumlah belanja bagi hasil  setelah perubahan            Rp.            527.545.531,00 
 

b. Belanja Bantuan Keuangan 

1) Semula     Rp.    92.811.639.894,00 
2) Bertambah    Rp.         265.157.932,00 

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp.       93.076.797.826,00 

 
 

Pasal 7 
 

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari : 
a.   Penerimaan 
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1) Semula      Rp.                         0,00 
2) Bertambah     Rp.   11.258.268.329,00 

Jumlah penerimaan setelah perubahan    Rp.        11.258.268.329,00 
 

b.   Pengeluaran 

1) Semula      Rp.   1.500.000.000,00 
2) Bertambah     Rp.   1.500.000.000,00 

Jumlah pengeluaran setelah perubahan    Rp.         3.000.000.000,00 
 

 
Pasal 8 

 

1) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : 
 

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) 
1) Semula      Rp.                          0,00 

2) Bertambah     Rp.    11.258.268.329,00 

Jumlah SiLPA setelah perubahan     Rp.       11.258.268.329,00 
 

b. Pencairan dana cadangan 
1) Semula      Rp.          0,00 

2) Bertambah/Berkurang   Rp.          0,00 

Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan  Rp.            0,00 
 

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 

1) Semula      Rp.          0,00 
2) Bertambah/Berkurang   Rp.          0,00 

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang  

Dipisahkan Setelah perubahan      Rp.                   0,00 
 

d. Penerimaan pinjaman daerah 

1) Semula      Rp.          0,00 

2) Bertambah/Berkurang   Rp.                           0,00 

Jumlah Penerimaan pinjaman daerah Setelah perubahan Rp.                           0,00 
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e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman 
1) Semula     Rp.          0,00 

2) Bertambah/Berkurang   Rp.          0,00 

Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman  

Setelah perubahan       Rp.          0,00 
 

f. Penerimaan pembiayaan lainnya 

1) Semula     Rp.          0,00 

2) Bertambah/Berkurang   Rp.          0,00 
Jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya setelah perubahan Rp.          0,00 

 
2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : 

a. Pembentukan dana cadangan 

1) Semula      Rp.          0,00 
2) Bertambah/Berkurang   Rp.          0,00 

Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp.            0,00 
 

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah 

1) Semula      Rp.      1.500.000.000,00 
2) Bertambah     Rp.      1.500.000.000,00 

Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah 

Setelah perubahan        Rp.      3.000.000.000,00 
 

c. Pembayaran pokok utang 
1) Semula      Rp.                           0,00 

2) Bertambah     Rp.                               0,00 

Jumlah Pembayaran pokok utang setelah perubahan  Rp.                         0,00 
 

d. Pemberian pinjaman daerah 
1) Semula      Rp.           0,00 

2) Bertambah/Berkurang   Rp.           0,00 

Jumlah Pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp.         0,00 
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Pasal 9 
 

1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan 

Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang 

belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang 

ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan 

dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Bantaeng Tahun Anggaran 2022; 

2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi : 

a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian 

luar biasa. 

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dan/atau; 

c. Kerusakan karena/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan 

pelayanan publik. 

3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang 

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; 

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah daerah yang 

tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan 

perundang-undangan, dan/atau; 

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 

kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah daerah dan/atau masyarakat. 

 

Pasal 10 
 
 

 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang       

terdiri dari : 

 

a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut 

kelompok dan jenis pendapatan,  belanja dan pembiayaan; 

b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut 

Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 

c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, Sub Kegiatan, 

Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan 

beserta hasil dan Sub Kegiatan beserta keluaran; 

e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan 

dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi 

dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 
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f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan belanja untuk pemenuhan SPM; 

g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan rancangan 

Perubahan APBD; 

h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, kegiatan dan Sub kegiatan pada 

perubahan RKPD dan perubahan PPAS dengan rancangan 

Perubahan APBD; 

i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program 

Prioritas Daerah; 

j. Lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan Per 

Jabatan; 

k. Lampiran XI Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah 

ditetapkan dengan peraturan daerah; dan 

l. Lampiran XII Daftar Pinjaman Daerah; 

 
Pasal 11 

         

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Sebagai landasan operasional pelaksanaan. 

 

 

Pasal 12 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya,  memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Bantaeng. 

 

Ditetapkan di Bantaeng  

pada tanggal 11 Oktober 2022 

                                           

BUPATI BANTAENG, 

Cap/ttd. 

ILHAM SYAH AZIKIN 

Diundangkan di Bantaeng 

pada tanggal 11 Oktober 2022 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG,  

 

 

 
 

ABDUL WAHAB 

 
 

 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2022 NOMOR 2 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG 

PROVINSI SULAWESI SELATAN B.HK.02.085..22. 
 Ditetapkan di Bantaeng 


